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Abstract: Implementing the principles of good corporate governance is a necessity for Regionally Owned Enterprises. However, this is often overlooked so that many Regional Owned Enterprises are not anticipatory in facing legal problems. Through this article, a formulation for preventing legal problems is offered which includes: 1). Preparation of document and enforcement of a code of ethics; 2). Whistle blowing system guidelines; 3). Anti-Corruption, Collusion and Nepotism guidelines; and 4). Guidelines for public information disclosure. Through these guidelines, it is hoped that the existence of Regional Owned Enterprises can provide benefits to the general public or local communities, regional economic development, and the existence of Regional Owned Enterprises must be based on regional needs and feasibility.
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Abstrak: Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, merupakan keniscayaan bagi Badan Usaha Milik Daerah. Akan tetapi, hal itu seringkali terabaikan sehingga banyak Badan Usaha Milik Daerah yang tidak antisipatif dalam menghadapi permasalahan hukum. Melalui artikel ini, ditawarkan formulasi pencegahan masalah hukum yang meliputi: 1). Penyusunan dan penegakan kode etik; 2). Pedoman whistle blowing system; 3). Pedoman anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan 4). Pedoman keterbukaan informasi publik. Melalui pedoman tersebut, diharapkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah dapat dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum atau masyarakat di daerah, pengembangan ekonomi daerah, dan eksistensi Badan Usaha Milik Daerah harus dilandaskan pada kebutuhan dan kelayakan daerah. 
Kata Kunci: perusahaan, BUMD.

PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, kekuatan suatu negara terletak pada Perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara tersebut, baik dalam bentuk BUMN maupun BUMD, yang akan mendorong peningkatan daya saing (competiveness) tidak hanya bertitik tolak dari produktivitas maupun efisiensi pada tataran mikro ekonomi, kemampuan perusahaan dan industri akan mampu menjadi suatu kekuatan ekonomi apabila bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk ketersediaan sumber daya alam dan factor-faktor ekonomi lainnya (Mulyana, 2018: 85). 

Sehubungan dengan hal tersebut, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Konsep ini sesuai dengan konsep welfare state (negara kesejahteraan) atau dikenal dengan negara hukum materiil oleh Kranenburg yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum, juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai catatan, teori inilah yang kemudian banyak dipraktikkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Manan, 1996: 16).

Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya (Bratakusumah dan Solihin, 2002: 254). Model pemerintahan di Indonesia menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mendapat delegasi kekuasaan dari pemerintah pusat melalui asas otonomi di mana terdapat penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam konsep desentralisasi.

Konsep desentralisasi menyuratkan pemerintah daerah untuk dapat secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pemerintahnya yang dibiayai melalui rencana keuangan tahunan pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu usaha pemerintah daerah untuk itu, adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan instrumen penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan kepada BUMD. Kekayaan daerah yang dipisahkan ini, antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan APBD (Sasi dan Samhudi, 2024).
Keberadaan BUMD pada dasarnya merupakan kegiatan/usaha daerah untuk meningkatkan sumber pendapatannya, di samping dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dinilai kurang memadai terhadap pemasukan kas daerah. Dikatakan demikian, mengingat kedudukan pajak dan retribusi daerah yang bersifat khas lebih banyak dikuasai pemerintah pusat, karena berbagai alasan teknis dan politis enggan atau tidak bersedia menyerahkan hak untuk memungut pajak-pajak besar kepada pemerintah daerah (Sutedi, 2009: 16).
Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

Unsur-unsur pengelolaan BUMD berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi 14 (empat belas) unsur, yaitu sebagai berikut: a. Tata cara penyertaan modal; b. Organ dan kepegawaian; c. Tata cara evaluasi; d. Tata kelola perusahaan yang baik; e.  Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f.   Kerjasama; g.  Penggunaan laba; h.  Penugasan Pemerintah Daerah; i.  Pinjaman; j.  Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k.  Penilaian tingkat Kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;  l.  Perubahan bentuk hukum; m. Kepailitan; dan n.  Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 
Urgensi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD, sebenarnya terletak pada bagaimana pengelola dapat mengoptimalkan nilai pemegang saham (dalam hal ini pemerintah daerah) serta memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan baik pihak shareholder dan pihak stakeholder. Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pada dasarnya melekat pada tugas dan tanggung jawab pihak pengelola, dalam hal ini pihak Direksi dan Dewan Pengawas (Komisaris).
Berdasarkan uraian di atas maka pengelola dalam hal ini direksi dan dewan pengawas (komisaris), BUMD dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik memiliki kewajiban untuk mewujudkan kepentingan pemangku kepentingan yang ada di BUMD baik kepentingan pemegang saham dengan mengoptimalkan nilai investasinya serta memenuhi kepentingan pihak stakeholder baik intern dan ekstern sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pemenuhan kepentingan tersebut, dilakukan melalui implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai sarana mencapai kesejahteraan secara luas. Hanya saja, pedoman tata kelola perusahaan yang khusus untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, belum terdapat pedomannya sehingga yang digunakan oleh BUMD ialah tata kelola perusahaan yang berlaku secara umum.  
Atas dasar hal tersebut, implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD, khususnya yang terkait dengan pencegahan masalah hukum merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mengembalikan investasi pemerintah daerah yang sudah ditanamkan pada BUMD melalui penyertaan modal. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang melekat pada tanggung jawab pihak pengelola (baik direksi maupun dewan pengawas/komisaris) BUMD untuk merealisasikannya melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD. Adapun yang menjadi titik masalah yang dikaji, meliputi 2 (dua) pokok sebagai berikut: 1). Bagaimana konstruksi yuridis pengelolaan BUMD yang sesuai dengan good corporate governance?; dan 2). Bagaimana implementasi good corporate governance sebagai instrumen pencegahan permasalahan hukum di BUMD?.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual  approach). Menggunakan bahan hukum primer, khususnya UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, berupa kepustakaan hukum berupa buku, jurnal,  makalah,  bahan  perkuliahan,  serta  bahan  hukum  sekunder  lain yang berkaitan dengan good corporate governance dan pencegahan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis dalam Pengelolaan BUMD Berbasis Good Corporate Governance
Di dalam peraturan perundang-undangan, telah mengamanatkan agar dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Amanat yuridis tersebut, dapat dilihat pada regulasi sebagai berikut; 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) beserta perubahannya; dan 2). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kedua regulasi tersebut, menghendaki BUMD baik yang berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) maupun Perseroan daerah (Perseroda), agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya senantiasa menerapkan GCG.
Di dalam Pasal 331 UU Pemda, diterapkannya GCG dalam BUMD diproyeksikan pada 3 (tiga) aspek: pertama, BUMD dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum atau masyarakat di daerah. Konstruksi tersebut, menghendaki kehadiran BUMD tidak semata dalam rangka mencari keuntungan (profit) sebagai tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan diorientasikan juga agar memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah. Adapun konkretisasi manfaat dimaksud, antara lain berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. 
Kedua, pengembangan ekonomi daerah. Eksistensi BUMD di daerah, seyogianya dapat mengakomodir berbagai hal yang menjadi potensi produk bernilai ekonomi di daerah. Kerangka demikian, dapat diartikan bahwa keberadaan BUMD ditempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi di daerah atau lokal. Pembangunan ekonomi daerah, memiliki makna suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004: 120). Keinginan akan pengembangan ekonomi daerah, sesungguhnya juga merupakan konsekuensi dianutnya otonomi daerah yang menghendaki dan melegitimasi daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri dan akuntabel dan mengedepankan asas kemanfaatan (doelmatigheid).
Di dalam perspektif otonomi, pengarusutamaan pengembangan ekonomi daerah maka dalam implementasi peraturan perundang-undangan di daerah yang harus diprioritaskan adalah potensi daerah yang bersangkutan dan perda terlebih dahulu ketimbang peraturan di atasnya. Hal ini dikarenakan, potensi daerah dan perda merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat daerah sehingga lebih menyentuh pada kondisi sosiologis daerah (Manan, 2001: 21). Aspek demikian, sekiranya juga menjadi fokus utama BUMD dalam menjalankan perannya sebagai unit usaha pemerintahan di daerah.
Ketiga, eksistensi BUMD harus dilandaskan pada kebutuhan dan kelayakan daerah. Adapun maksudnya, ialah lingkup usaha BUMD harus disandarkan pada aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian pada aspek bidang kelayakan, maka bidang usaha yang dilakukan BUMD harus di analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya. Lingkup ketiga tersebut, dapat menjadikan dalam implementasi GCG tepat sasaran sehingga BUMD dapat secara kontinyu berkembang dan dapat memenuhi hajat hidup masyarakat daerah setempat.
Formulasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Badan Usaha Milik Daerah
1. Konsepsi Umum Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang baik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Nasional Kebijakan Governansi telah mengeluarkan Pedoman Umum Governansi Sektor Publik (PUGSPI), yang menjadi acuan bagi organisasi sektor publik di Indonesia seperti BUMN/BUMD dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakannya, selain tentu saja wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PUGSPI ini diharapkan juga membantu organisasi sektor publik untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas.
Tujuan Pedoman Governansi Sektor Publik, adalah untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik dapat berjalan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini, tujuan pembangunan dapat didefinisikan sebagai tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, governansi sektor publik umumnya berfokus pada tiga persyaratan utama dari entitas sektor publik yaitu 1) kinerja dalam menghasilkan barang dan jasa publik atau program yang efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap hukum, perturan, standar yang ditetapkan, 2) harapan masyarakat atas kejujuran, akuntabilitas dan keterbukaan dalam berbagai sektor publik, dan 3) terpenuhinya/terselenggaranya pelayanan publik/masyarakat yang berkualitas dan efisien (KNKG, 2022: 7).
Nilai dasar dalam pedoman umum governansi sektor publik, yang wajib diterapkan/diimplementasikan pada organisasi sektor publik seperti pada BUMN dan BUMD, ialah sebagai berikut: (KNKG, 2022: 8-10):

a. Etika dan Kejujuran
Etika dan kejujuran sektor publik menuntut pejabat publik untuk mematuhi seperangkat prinsip standar, atau nilai-nilai moral yang mengatur perilaku mereka, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, dan bertindak dengan penuh kejujuran dan integritas. Sistem pengawasan internal yang didukung oleh etika dapat menyelaraskan persepsi publik mengenai perilaku yang sesuai. Dalam hal ini, diperlukan kesesuaian diantara pengambilan keputusan, perilaku pejabat publik, dengan persepsi yang dianggap benar oleh publik. Etika sektor publik memiliki beragam nilai, diantaranya adalah objektivitas atau ketidakberpihakan, profesionalisme, dapat dipercaya, dan menghindari benturan kepentingan.

b. Supremasi Hukum
Salah satu nilai dasar governansi yang baik adalah supremasi hukum. Di bawah supremasi hukum, masyarakat dan pemerintah tunduk, patuh, dan diatur oleh hukum di Indonesia yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Supremasi hukum, berarti bahwa hukum berada di atas semua orang dan diterapkan secara adil kepada semua orang, baik yang mengatur maupun yang diatur. Supremasi hukum juga berarti bahwa semua kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat publik harus didasarkan pada ketentuan hukum, serta hukum berlaku sama bagi warga negara.

c. Transparansi
Pejabat pemerintah diharapkan untuk seterbuka mungkin dalam mengungkapkan informasi kepada publik mengenai keputusan, tindakan, dan transaksi yang dilakukan serta memberikan alasan tindakan tersebut. Pengungkapan informasi mensyaratkan dokumen publik yang mudah dipahami untuk disebarluaskan atau dapat disediakan berdasarkan permintaan. Informasi yang dipublikasi mengenai kinerja dan kegiatan pemerintah, seperti laporan keuangan rutin yang disahkan oleh lembaga audit independen, memungkinkan publik memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pemerintah. Nilai transparansi berhubungan erat dengan supremasi hukum karena memungkinkan masyarakat untuk menilai kesesuaian antara Keputusan, tindakan, ataupun transaksi pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada. 
d. Akuntabilitas
Bovens, Gooding, and Schillemans (2014), berpendapat bahwa akuntabilitas publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan domain publik, seperti penggunaan dana publik, penggunaan kekuatan (power) publik, atau aktivitas institusi publik. Akuntabilitas publik dapat berarti memberikan pertanggungjawaban terkait hal apapun yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu aktivitas berakuntabilitas dengan tujuan untuk kepentingan publik atau tanggungj awab publik.
Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen (pihak pemegang amanah) untuk melakukan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada principal (pihak pemberi amanah). Principal memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jadi, akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Mardiasmo melanjutkan, akuntabilitas ada dua yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah kepada pemerintah daerah. Akuntabilitias horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, misalnya laporan keuangan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik tidak hanya wajib menekankan akuntabilitas vertikal, tetapi juga perlu menekankan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat luas.
Elwood (1993: 368 – 386) menjelaskan empat dimensi utama akuntabilitas organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas hukum, proses, program, dan kebijakan. Pertama, akuntabilitas hukum berkaitan dengan supremasi hukum karena menyiratkan hukuman atau sanksi terhadap penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan. Kedua, akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Realisasi atas akuntabilitas proses adalah pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah.
Ketiga, akuntabilitas program adalah bentuk akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas program juga merujuk pada apakah organisasi sektor publik telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
Keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pada semua level, atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat luas. Sumber daya yang dimiliki pemerintah merupakan amanat penting yang diberikan oleh masyarakat sehingga pemerintah wajib untuk mengelola sumber daya tersebut dengan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas, serta mampu berakuntabel kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya tersebut.


Di dalam Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governansi, terdapat pedoman mengenai pemberdayaan dan optimalisasi peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKP memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif di organisasi-organisasi pemerintah. Fungsi yang akan dilakukan oleh BPKP termasuk memformulasikan kebijakan terkait pengendalian internal pada akuntabilitas keuangan pemerintah; melakukan audit, review, evaluasi, pengawasan dan fungsi pengawasan lainnya pada eksekusi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang didanai oleh anggaran pemerintah; pengawasan internal terhadap perencanaan dan penggunaan aset-aset pemerintah; memberikan konsultasi manajemen risiko, pengendalian, dan governansi; melakukan review terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah (KNKG, 2022: 22).
Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Pihak dari peran dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yang diwakili oleh Muhammad Ghozalie Siregar sebagai Staf Komite Nasional Kebijakan Governansi, menerangkan peran dari KNKG dalam upaya mewujudkan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong kinerja perekonomian nasional, yaitu KNKG selalu aktif dalam mendorong perekonomian nasional, belakangan ini KNKG melakukan sosialisasi setiap 2-3 bulan sekali, dengan perusahaan-perusahaan sektor syariah, publik, korporat, bisnis keluarga, dan sektor lainnya. Pada sosialisasi tersebut, KNKG juga mengundang dompet dhuafa, yayasan penangkaran hewan nasional yang masing-masing memiliki kesulitannya dalam tata kelola organisasi/perusahaan. Aktivitas yang dilakukan KNKG tersebut, mengharapkan institusi bisnis dapat ikut serta dalam annual report award.
Manfaat perusahaan yang mengikuti annual report award yang diselenggarakan oleh KNKG, OJK, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian BUMN yaitu perusahaan-perusahaan yang mengikuti annual report award ini untuk mendapatkan sertifikat agar dapat dinilai baik oleh OJK, dan apabila perusahaan yang menjadi finalis mendapatkan sertifikat yang berbeda untuk maju ke Asia Sustainability Award. 
2. Manajemen Risiko Hukum Pada BUMD Melalui Implementasi Good Corporate Governance
Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antarnegara. Risiko hukum yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan adalah terkait dengan tanggung jawab direksi selaku pengelola perusahaan.
Menurut Moeller (2011: 21-23), risiko hukum adalah potensi kerugian karena tindakan hukum atau peraturan. Ada beberapa penyebab risiko hukum:

a. Risiko regulasi (risiko karena adanya perubahan peraturan yang menghasilkan biaya kepatuhan baru);

b. Risiko kepatuhan (potensi denda dan hukuman bagi organisasi yang gagal mematuhi hukum dan peraturan);
c. Risiko kontrak (potensi mitra, pelanggan atau pemasok gagal memenuhi persyaratan kontrak yang mengakibatkan kerugian. Risiko kontrak juga bisa diakibatkan oleh kegagalan BUMN/BUMD untuk memenuhi ketentuan kontrak yang mengakibatkan hukuman atau sengketa hukum);
d. Risiko hak non-kontraktual (potensi pihak ketiga untuk melanggar kewajiban non kontraktualnya kepada BUMN/BUMD. Misalnya pelanggaran paten atau pelanggaran atas hak perusahaan namun tidak tertuang di dalam kontrak)
e. Risiko kewajiban non-kontraktual (potensi risiko karena melanggar hak pihak ketiga seperti merek dagang atau paten yang mengakibatkan biaya dan penalti hukum)
f. Risiko sengketa (potensi sengketa hukum muncul sebagai akibat dari aktivitas bisnis)
g. Risiko reputasi (potensi penurunan reputasi karena tindakan hukum. Misalnya, jika regulator membebankan biaya kepada Perusahaan karena melanggar hukum, Perusahaan dapat kehilangan pelanggan, karyawan, dan investor karena rusaknya reputasinya. 
Guna menghindari risiko hukum dalam BUMD, penting diimplementasikannya good corporate governance (GCG) yang dapat diejawantahkan dalam aspek berikut; pertama, penyusunan dan penegakan kode etik. Sebuah BUMD, berkewajiban untuk menyusun kode etik guna diimplementasikan dalam internal BUMD. Selain dalam rangka melaksanakan amanat UU Pemda, kode etik merupakan kewajiban moral internal bagi insan BUMD. Oleh karenanya, pasca disusunnya kode etik maka bagian berikutnya yang sangat penting ialah pelaksanaan atau penegakan kode etik secara konsisten. Penegakan terhadap kode etik, wajib dilakukan terhadap keseluruhan insan BUMD dari mulai pejabat tertinggi hingga terendah dalam struktur organisasi kelembagaan BUMD.

Di lihat darai perspektif hukum, urgensi disusun dan ditegakkannya kode etik (code of conduct), karena memiliki 2 (dua) makna yaitu dalam dunia profesional hukum pada saat menjalankan fungsi keprofesionalannya selain dilengkapi dengan rambu-rambu hukum (peraturan perundangan-undangan), juga dilengkapi rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral (Tardjono, 2021: 2). Dengan demikian, pelaksanaan kerja-kerja BUMD tidak semata berbasis pada regulasi yang bersifat memaksa namun harus melandaskan pada kode etik yang mengikat ke dalam BUMD.

Kedua, pedoman whistle blowing system. Ruang lingkup pada aspek ini, ialah mengharuskan BUMD menyusun dan melaksanakan instrumen penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Pola kerja dari pedoman tersebut, dengan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kerahasiaan. Adanya mekanisme demikian, mengharapkan adanya perlindungan bagi pelapor sehingga pelapor akan lebih terjamin dan merasa nyaman untuk melaporkan setiap tindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi BUMD.

Ketiga, pedoman anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kebijakan anti KKN, bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian material dan immaterial yang dapat mengganggu operasional/kelangsungan usaha BUMD. Terdapat sejumlah pedoman yang dapat disusun dan ditegakkan, yaitu: 1). Tidak melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan BUMD; 2). Tidak menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana BUMD untuk keuntungan pribadi atau kelompok; 3). Tidak melakukan segala bentuk penipuan atau persekongkolan; 4). Tidak menawarkan, menjanjikan, menguasakan, atau memberi izin, meminta atau menerima untuk keuntungan pribadi atau kelompok dalam bentuk apapun; dan 5). Tidak melakukan pemerasan dalam bentuk apapun.
Keempat, pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan atas informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Indonesia sebagai negara yang demokratis, memiliki peran dan tanggungjawab untuk membuka seluruh layan informasi kepada masyarakatnya. Hal tersebut, juga berkonsekuensi BUMD yang ada di Indonesia dalam rangka mendukung penguatan demokrasi di Indonesia. Terlebih kapasitas BUMD sebagai intitusi pelayan publik, mengharuskan untuk konsisten melakukan keterbukaan informasi. Tujuan keterbukaan infomasi publik oleh BUMD, dalam rangka mendorong terwujudnya hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi, memberikan standar bagi BUMD dalam melaksanakan pelayanan publik, dan meningkatkan pelayanan BUMD kepada publik agar berkualitas.
Keterbukaan informasi publik yang harus dilakukan BUMD, ialah dengan membuat pedoman dan pelaksanaannya yang meliputi hal pokok sebagai berikut:

a. Penyediaan informasi yang diumumkan secara berkala. Adapun informasi dalam lingkup ini, yaitu meliput: 1). Informasi yang berkaitan dengan BUMD; 2). Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BUMD; 3). Informasi mengenai laporan keuangan; dan 4). informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Informasi yang diumumkan serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
c. Penyediaan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi pada aspek ini, yaitu meliputi: 1). Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BUMD, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2). Hasil keputusan BUMD dan pertimbangannya; 3). Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 3). Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan BUMD; 4). Perjanjian BUMD dengan pihak ketiga; 5). Informasi dan kebijakan yang disampaikan pegawai BUMD dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 6). Prosedur kerja pegawai BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan 7). Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN
Secara yuridis kehadiran BUMD dan mekanisme pengelolaannya, dikonstruksikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum atau masyarakat di daerah. Selain itu, eksitensinya dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD, bukan semata diproyeksikan untuk memperoleh keuntungan namun harus tetap mengedepankan sisi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat di daerah. Oleh karena itu, eksistensi BUMD harus dilandaskan pada kebutuhan dan kelayakan daerah. Dalam hal ini, dapat diartikan jika suatu daerah tidak membutuhkan dan tidak layak membentuk BUMD maka tidak disarankan untuk dibentuk BUMD.
Misi penting adanya BUMD sebagai motor penggerak ekonomi di daerah, menjadikan dalam pengelolaannya harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mitigasi resiko atau permasalahan hukum. Adapun cara pencegahannya, ialah melalui langkah penegakan terhadap ruang lingkup pokok sebagai berikut: 1). Penyusunan dan penegakan kode etik; 2). Pedoman whistle blowing system; 3). Pedoman anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan 4). Pedoman keterbukaan informasi publik. Keempat elemen tersebut, menjadi kewajiban untuk dilaksanakan secara konsisten bagi BUMD sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya risiko atau permasalahan hukum.
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